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Abstrak 
 Dalam skripsi ini penulis mencoba mengemukakan permasalahan tentang 
bagaimanakah peran P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) 
dalam penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga ? dan pendampingan Advokasi 
P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) terhadap korban 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ? Dari hasil penelitian di lapangan kemudian penulis 
mencoba menelaah setiap kendala yang dihadapi dalam peran P2TP2A (Pusat Pelayanan 
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)  dalam penanggulanggan kekerasan dalam rumah 
tangga dan mencari tahu upaya apa saja yang dapat ditempuh sehingga permasalahan yang ada 
dapat diminimalisir kekurangannya ataupun segala bentuk ketidaksesuaian dapat teratasi dengan 
efektif. 
 Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian dalam 
skripsi ini adalah penelitian Hukum Empiris atau Penelitian Lapangan  yang mana penelitian ini 
dilakukan dengan mendasarkan data primer dan data sekunder. Dimana data primer, yaitu data 
yang diperoleh dari wawancara berbentuk tanya jawab langsung, dengan tujuan untuk 
mendapatkan data. 
 Metode ini berguna sebagai alat ukur. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi 
kepustakaan, referensi – referensi, peraturan perundangan dan dokumen – dokumen hokum yang 
diperoleh dari lokasi penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk 
memperoleh jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini dengan melakukan tiga tahapan, yaitu 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 
Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa : 1.Dalam pendampingan ada mekanisme 
penaganan terhadap korban yang melaporkan ke tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2. hasil pelaksanaan pendampingan secara psikologi 
terhadap korban. 
 





Setiap orang dalam perkawinannya pasti menginginkan dapat membangun keluarga yang 
harmonis, damai, bahagia, karena saling mencintai. Sebuah keluarga harmonis akan merasakan 
bahwa rumah merupakan tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi anggota keluarga, di 
sanalah mereka saling menyayangi, dan melindungi. Pada kenyataannya tidak semua keluarga 
dapat berjalan secara harmonis seperti yang diharapkan, di mana anggota keluarga dapat 
merasakan kebahagiaan. Kondisi sebaliknya terkadang justru dirasakan yaitu ketidakbahagiaan 
karena adanya perasaan tertekan, rasa takut, ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Adanya 
ketidakharmonisan yang dirasakan dalam keluarga dapat diindikasikan bahwa terdapat masalah 
dalam keluarga tersebut. Pada umumnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan 
salah satu penyebab utama hilangnya keharmonisan sebuah keluarga.  
Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan disebutkan: 
Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan 
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan 
atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkup rumah tangga.
1
 
Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan suatu masalah sosial yang 
serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum 
karena beberapa alasan yaitu : 
1. Ketiadaan statistik kriminal yang akurat. 
                                                             
1
Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
2.  Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat 
pribadi dan terjaga privaci berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah 
tangga (sancitive of the home)  
3. Tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin 
dan kepala keluarga. 




Dari beberapa alasan tersebut maka istri sebagai korban kekerasan terbesar berbagai 
bentuk kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga demi menjaga keutuhan keluarga.  
Akibat dari tindakan kekerasan dalam rumah menimbulkan kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan penelantaran rumah tangga. Kondisi 
tersebut tentunya sangat memprihatinkan yang diperlukan penanganan serius melalui upaya 
bersama yang melibatkan antara pihak pemerintah, masyarakat, polisi, peran relawan 
pendamping, dan peran advokat.
3
 Keterlibatan semua pihak dalam penanganan yang dilakukan 
secara optimal diharapkan akan memiliki dampak yang positif. Dampak tersebut dapat berupa 
menurunnya jumlah kasus KDRT yang terjadi. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak) adalah pusat layanan terpadu dan terintegritasi bagi 
perempuaan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan 
kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan 
dan reintegrasi. P2TP2A merupakan salah satu badan yang melakukan pendampingan Korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu permasalahan yang ada di P2TP2A iaiah 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Olehkarenaitu, penulistertarikuntukmenyusunskripsi yang 
                                                             
2
Marjan Miharha, Komplikasi Pemikiran Hukum di Indonesia, hal.132 
3
Maidin Gultomo, Perlindungan  Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, jl.Mengger Girang no 98, 
Bandung, 2012, Hal.2. 
membahastentang “peranan P2TP2A dalampencegahankekerasanterhadapperempuandananak di 
KabupatenJeneponto” 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Focus penelitian ini untuk memberi pemahaman lebih jelas mengenai 
peranan P2TP2A yakni mengatasi kekereasan dalam rumah tangga di kabupaten 
jeneponto 
2. Deskripsi focus 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami 
penelitian ini, maka dideskripsikan beberapa pengertian yang dianggap penting : 
a. Kekerasan adalah Pengertian Kekerasan juga terdapat dalam pasal 89 KUHP yaitu 
“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan 
kekerasan”,
4
 melakukan kekerasan memiliki arti mempergunakan tenaga atau kekuatan 
jasmani tidak kecil secara tidak sah. Pingsan diartikan tidak ingat atau tidak sadar akan 
dirinya dan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, 
sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, tetapi seseorang yang tidak 
berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya. Perbuatan tersebut 
didalam KUHP digolongkan penganiyaan pasal 354 dan 352 KUHP
5
 
b. Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, yaitu 
orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun menurut 
Zaitunah Subhan kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih 
                                                             
4
Andi Hamzah,KUHP dan KUHAP edisi revisi 2008, cet ke 15,(Jakarta: Rineka Cipta, 2007),hal.39. 
5
R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Bogor Politerial,hal.98. 
lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari perempuan ke wanita. Kata wanita 
dianggap berasal dari bahasa Sansekerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, 
sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks.
6
 
c. Pengertian anak menurut UU RI No 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak, Anak 
adalah  seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 
21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejateraan sosial, 
kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut. 




d. Pengertian tentang rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam deklarasi PBB, namun 
secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam 
masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Didalam rumah tangga 
terisi ayah, ibu dan anak-anak. Pengertian rumah tangga juga tidak tercantum secara 
khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga dalam pasal 1 angka 30 




e. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah pusat 
layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan 
meliputi pengaduan,  pendampingan,  rujukan kasus  yang memerlukan penanganan 
medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. 
 
 
                                                             
6
Zaitunah Subhan, Kosmologi dalam Keperempuanan,Djelajan Pustaka2004. hal. 19. 
7
Suryana,Keperawatan anak untuk siswa SPK,Ester Diana A,Penerbit Buku Kedokteran EGC 1996,Hal.1 
8
Muhammad Ishak Helmi, Gagasan Pengadilan KDRT, DEE Public 2017, hal, 44. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas sekaligus memperjelas masalah yang akan dilakukan 
penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Bagaimanakah Peran P2TP2A dalam penanggulanggan terhadap kekerasan dalam rumah 
tangga? 
2. Bagaimanakah Pendampingan  Advokasi P2TP2A terhadap korban kekerasan dalam 
rumah tangga? 
D. Kajian pustaka 
Skripsi ini berjudul peranan P2TP2A yakni mengatasi kekerasan dalam rumah tangga ada 
beberapa referensi yang berkaitan dengan pembahasan yakni  
1. Kun Maryati Dan Juju Suryawati, Sosiologi ,PT.Gelora Aksara Prata membahas mengenai 
pengertian kekerasan  
2. M. Irsyad Thamrin dan M. farid, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual 
Terhadap Anak membahas mengenai tentang pengertian kekerasan seksual. 
3. Susi Eja Yuarsi, Tembok Tradisi Dan Tindak Terhadap Perempuan membahas tentang 
pengertian perempuan 
4. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan membahas tentang 
perlindungan terhadap perempuan dan anak. 







A. Pengertian Kekerasan 
1. Pengertian Kekerasan 
Dalam KBBI, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang 
menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang 
orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan identik dengan tindakan melukai orang lain 
dengan sengaja, membunuh, atau memperkosa.Kekerasan seperti itu disebut sebagai kekerasan 
langsung (direct vionce).
9
 Kekerasan juga menyangkut tindakan-tindakan seperti menyekang, 
mengurangi, atau meniadakan hak seseorang,serta mengintimidasi, memfitnah, dan meneror 
orang lain. Bahkan bagi kaum humanis, tindakan membiarkan atau menjerumuskan seseorang 
dalam sebuah kekerasan juga merupakan bentuk kekerasan, sebagai contoh, tindakan 
membiarkan seorang pencuri dihakimi massa, bagi kaum humaris, adalah sebuah bentuk 
kekerasan seperti itu digolongkan sebagai kekerasan tidak langsung. 
Pengertian Kekerasan juga terdapat dalam pasal 89 KUHP yaitu “membuat orang pingsan 
atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”,
10
melakukan kekerasan memiliki 
arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Pingsan diartikan 
tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya dan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan 
atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, tetapi 
                                                             
9
 Kun Maryati Dan Juju Suryawati, Sosiologi ,PT.Gelora Aksara Pratama 2001,hal.26. 
10
Andi Hamzah,KUHP dan KUHAP edisi revisi 2008, cet ke 15,(Jakarta: Rineka Cipta, 2007),hal.39. 
seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya. 
Perbuatan tersebut didalam KUHP digolongkan penganiyaan pasal 354 dan 352 KUHP
11
 
Kekerasan adalah tindakan yang tidak terpuji dalam pandangan masyarakat, sebab masih 
ada jalan untuk menyelesaikan suatu permasalah agar supaya bisa diselesai dan dijalankan 
bersama, jangan ada kekerasan karena setiap individu itu  adalah keunikan. 
Kekerasan terbagi atas 2, yaitu : 
a. Kekerasan Seksual 
Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Sering kali orang bertanya demikian 
Jawabanya adalah semua bentuk ancaman dan paksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan 
seksual adalah kontak seksual yang tidak di kehendaki oleh salah satu pihak, inti dari kekerasan 
seksual terletak pada “ancaman” verbal dan paksaan “tindakan”.
12
 
Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian kekerasan seksual 
dapat ditemui dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285. ditentukan bahwa barang 
“siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengancam perempuan yang bukan istrinnya 
berhubungan seksual (berhubungan seksual) di hukum,karena dia memperkosa,dengan hukuman 
penjara selama-lamannya (12) tahun.” 
Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP disebutkan “barang  siapa dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya 
perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-
lamannya (9) tahun.’’ 
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R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Bogor Politerial,hal.98. 
12
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Menurut R Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul,sebagaimana yang disebutkan 
dalam pasal 289 KUHP segala perbuatan yang melanggar kesusilaan(kesopanan) atau perbuatan 
keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu bihari kelam in misalnya, cium-ciuman ,meraba-
raba anggota kemaluan meraba-raba bua dada,dan semua bentuk perbuatan cabul.Persetubuhan 
juga masuk dalam pengertian ini.
13
 
Berdasarkan atas apa yang telah ditulis tersebut, maka dapatlah di pahami bahwa unsur-
unsur yang ada di dalam pengertian kekerasan seksual dan terkandung di dalam pasal 285 dan 
289 KUHP terdiri atas unsur ancaman, memaksa, dan memperkosa. Hal ini sebagaimana 
tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Al-Nisa: 34, berbunyi : 
بَِما َ ُ بَْعَضٍُْم َعهَٰى بَْعٍض  َم َّللاَّ اُمَُن َعهَى انىَِّساِء بَِما فَضَّ َُّ َجاُل قَ  انرِّ
تِي تََخافَُُن وُُشَُزٌُهَّ فَ أَْوفَقُُا ِمْه  انَّلَّ َ  ۚ ُ انَِحاُت قَاوِتَاٌت َحافِظَاٌت نِْهَغْيِب بَِما َحفِظَ َّللاَّ ٍِْم ۚ فَانصَّ انِ َُ ُرٌَُهَّ فِي أَْم ُ ٌْ ا َُ ِعظٌُُُىَّ
 َ ٍِهَّ َسبِيَّلا ۗ إِنَّ َّللاَّ اْضِربٌُُُهَّ ۖ فَإِْن أَطَْعىَُكْم فَََّل تَبُْغُا َعهَْي َ   َااَن َعهِيّاا َابِيرا اْنَمَضاِجِع 
Terjemahnya:  
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), Dan 
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu 
wanita yang saleh, iaiah yang taat pada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 
tidak ada, oleh karena allah telah memelihara  (mereka). Wanita-wanita yang kamu 
khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah  dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 
mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah 
kamu mencari-cari untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi 
Maha Besar.” (QS. Al-Nisa: 34)
14
 
Para suami adalah pemimpin bagi istri. Mereka mengurus berbagai keperluan para istri, 
karena Allah memberikan kelebihan kepada para suami atas para istri, juga karena Allah 
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hal. 
mewajibkan mereka memberikan nafkah kepada istri. Wanita saleh senantiasa taat kepada Allah, 
patuh kepada suami, dan menjaga dirinya ketika suami sedang tidak ada dirumah karena Allah 
telah menjaga mereka jika wanita hendak mau keluar rumah hendaknya harus pamit kepada 
suami. Apabila istri tidak mendengar Maka nasehatilah mereka dengan upacan yang lembut 
apabila sudah dinasehati lalu belum mendegarkan kata suami maka pukullah mereka dengan 
pukulan yang tidak melukai dan apabila istri sudah mendegarkan perintah suami sesungguhnya 
Allah maha tinggi lagi maha besar. 
15
 
Berangakat dari unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian kekerasan seksual 
tersebut, maka kita dapat mengelompokkan kekerasan seksual  ke dalam 2 kelompok besar sifat 
dari kekerasan itu, yakni: kekerasan dalam bentuk verbal(mengancam), dan kekerasan dalam 
bentuk tindakan konkret(memaksa dan memperkosa). Berikut pengertian dari mengancam, 
memaksa dan memperkosa: 
1. Mengancam 
Ancaman adalah tindakan menakut-nakuti tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain 
dengan keiginan pihak yang menakut-nakuti. Misalnya seorang anak yang menolak untuk 
melakukan tindak senonoh yang di perintahkan oleh orang dewasa. Agar si anak melakukan apa 
yang diperintahkan, yang dia lakukan oleh orang dewasa adalah menaku-nakuti 
2. Memaksa 
Memaksa adalah perintah dari suatu pihak agar pihak mengerjakan sesuatu yang diinginkan. 
Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya namun pihak yang memberikan perintah 
mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya. 
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3. Memperkosa 
Memperkosa adalah memasukkan secara paksa penis ke dalam vagina atau dubur. Jadi istilah 
memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa yakni, sama-sama 
bentuk dari tindakan hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan 
(memasukkan venis ke dalam vagina atau dubur). Sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk 
persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan orang dewasa atau antara orang dewasa 
dengan anak. 
b. Kekerasan Nonseksual 
Kekerasan nonseksual  meliputi segala tindakan yang bersifat eksploitatif, diskriminatif, 
intimidatif, dan criminal, tetapi tidak di sertai dengan adanya kehendak seksual, yang merugikan 
perempuan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Dari analisis berbagai surat kabar dan 
majalah terkemuka seperti Kompas, Kedaulatan Rakyat, Jawa pos, Republika, Nova, Kartini. 
yang dilakukan pada januari sampai dengan mei 1997 terdapat 698 kasus KTP. Kekerasan 
nonseksual dapat juga terjadi di ruang public seperti tempat kerja, di jalan raya, di tempat-tempat 
publik lainya. Namun, perempuan juga sangat rentan mengalami kekerasan nonseksual di sector 
domestic seperti pemukulan terhadap istri ataupun pasangan, kekerasan yang terkait dengan mas-
kawin, dan bentuk-bentuk lain yang mencakup dalam Deklarasi Komisi Status Wanita tahun 
1992. Meskipun unsur kehendak seksual tidak tampak, menjadi perempuan sebagai target 
kejahatan sudah dapat di kategorikan sebagai tindakan sexism.
16
 
Kekerasan nonseksual adalah ini tidak adalah bukan hanya sekedar dalam rumah tangga 
saja bahkan dalam lingkup tempat kerja, perkuliahan atau pendidikan itu termamasuk dalam 
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B.Pengertian Perempuan 
Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, yaitu 
orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun menurut Zaitunah 
Subhan kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah 
menjelaskan pergeseran istilah dari perempuan ke wanita. Kata wanita dianggap berasal dari 
bahasa Sansekerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai 
arti yang dinafsui atau merupakan objek seks.
17
 
Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata want, atau men dalam bahasa 
Belanda, wun dan schendalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti like, wish,desire, 
aim. Kata want dalam bahasa Inggris bentuk lampaunya adalah wanted (dibutuhkan atau dicari). 
Jadi, wanita adalah who is being wanted (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang 
diingini. 
Dalam hadits sahih disebutkan : 
هْ  َج َشْيٍء فِي انضِّ َُ إِنَّ أَْع َ جٌ إِنَّ اْنَمْرأَةَ ُخهِقَْت ِمْه ِضْهٍع،  َُ فِْيٍَا ِع َ إِِن اْستَْمتَْعَت بٍَِا اْستَْمتَْعَت  َ ِع أَْعَّلَيُ، فَإِْن َذٌَْبَت تُقِيُْمًُ َاَسْرتٍََا،   
Artinya:  
“Sesungguhnya, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Sungguh, bagian yang paling 
bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Apabila engkau ingin 
meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Jika engkau ingin bersenang-senang 
dengannya, engkau bisa bersenang-senang tetapi padanya ada kebengkokan.” (HR. al-
Bukhari no. 3331 dan Muslim no. 3632)
18
 
Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa wanita itu adalah makhluk yang lemah karena 
tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok dan tidak bisa untuk diluruskan, jadi perempuan 
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itu harus disikap dengan secara halus dan lembut tidak boleh dikasi agar supaya tulang rusuk itu 
tidak patah. 
Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan 
fisik maupun spiritual dan mental lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak 
menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. Perempuan juga berhak untuk bekerja asalakan 
atas izin suami dan kesepakatan bersama dalam keluarga. 
Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada 
kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara 
biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas dasar fisik perempuan yang lebih kecil dari 
laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadilebih dini, kekuatan 
perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Dari segi psikis, perempuan mempunyai sikap 




Perempuan itu perbedaan fisiologis yang dialami sejak lahir pada umumnya kemudian 
diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada,khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi 
serta pengaruh pendidikan. 
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan 
Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi 
antarmanusia, baik individu maupun kelompok,yang di rasa salah satu pihak sebagai satu situasi 
yang membebani, membuat berat, tidak menyangka, tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh 
tindak kekerasan ini membuat pihak lain sakit, baik secara fisik maupun psikis serta rohani. 
                                                             
19
Murtadha Muthahari, Filsafat Perempuan Dalam Islam, Rausyan Fikr Institute 2010  hal. 110. 




Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai bentuk tindak kekerasan berbasis 
gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan wanita secara fisik, 
seksual, mental, atau psikologis,termasuk ancaman dari tindakan tertentu, paksaan atau 




Pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan tindakan yang terjadi dalam 
relasi antarmanusia, sehingga untuk mengidentifikasi pelaku dan korban juga harus dilihat posisi 
relasi. 
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Tehadap Perempuan 
Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan Dapat diklarifikasikan sebagai berikut : 
1. Kekerasan tehadap perempuan karena kekuasaan seks atas dirinya, Misalnya, ajakan 
hubungan seks tanpa rasa hormat (pelecehan), paksaan hubungan seks yang sebenarnya  
tidak dikehendaki (pemerkosaan), penganiayaan seks terhadap anak, kawin sumbang 
(incest). 
2. Kekerasan terhadap perempuan kerena kekusaan dan kekuatan fisik laki-laki, Misalnya, 
pemukulan, penganiyaan, penyekapan, pembunuhan, penculikan, mengontrol 
badan/tubuh perempuan (pembuatan alat kontrasepsi buatan) 
3. Kekerasan terhadap perempuan karena kekuasaan psikologis dan emosional laki-
laki,Misalnya, sikap melindungi yang berlebih-lebihan sehingga dirasakan korban 
sebagai kekangan/ikatan, penghinaan, olok-olok terhadap kemampuan perempuan, 
intimidasi, ancaman, mempermalukan perempuan, pada waktu mereka menyampaikan 
ide atau menampilkan diri. 
4. Kekerasan terhadap perempuan karena kekuasaan sosial laki-laki, Misalnya merendahkan 
kedudukan perempuan di masyarakat (tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, 
membatasi dan mengontrol perempuan dalam memilih teman danpekerjaan, melarang 
perempuan keluar malam, mengharuskan perempuan minta izin ayah atau saudara laki-
laki kalau pergi keluar negeri. 
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5. Kekerasan terhadap perempuan karena kekuasaan ekonomi atau keuangan laki-
laki,Misalnya, menjatahkan uang belanja pembatasan hak milik perempuan, pembatasan 
akses perempuan di bidang ekonomi (modal, kesempatan kerja dan memimpin), 
pembayaran upah lebih rendah, menomorduakan penghasilan perempuan (kategori 
penghasilan dan tambahan), peraturan di bidang ekonomi yang merugikan perempuan 
(yang bekerja di anggap sebagai posisi lajang meski sudah berkeluarga.
22
 
3. Sebab-sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan 
Sebab-sebab terjadinya kekerasan adalah sebagai berikut:  
1.Psychodynamic model,terjadinya kekerasan di sebabkan karena kurangnya“mothering/jejak 
ibu”.Seorang yang tidak pernah di rawat atau di asuh oleh seorang ibu secara baik,maka dia 
tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri. 
2. Personality or character trait model, hampir sama dengan psychodynamic,namun daslam hal 
ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah di alami oleh orang tua sebagai pelaku 
kekerasan,tetapi menggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa,terlalu 
agresif,frustasi/karakter buruk. 
3.Social learning model,kurangnya kemampuan social,yang ditujukan dengan perasaan tidak 
puas karena menjadi orang tua,merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak,menurut anak 
untuk bersikap seperti orang dewasa. 
4.family structure model,yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan 
kausal dengan kekerasan. 
5. Environmental stress model,yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah 
multidimensional dan menempatkan“kehidupan yang menekan”sebagai penyebab utamanya.Jika 
ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia,seperti 
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kesejahteraan,pendidikan yang rendah,tidak adanya pekerjaan,maka akan menimbulkan 
kekerasan pada anak. 
6. Social-psychological model,dalam hal ini“frustasi”dan“strees”menjadi faktor utama dalam 
menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak.Stress bisa terjadi karena berbagi 
sebab,seperti:konflik rumah tangga,isolasi secara social,dan lain-lain 
7. Mental Illness model, kekerasn pada anaka terjadi karena kelainan saraf,penyakit kejiwaan.
23
 
C. Pengertian Anak 
Pengertian anak menurut UU RI No 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak,Anak 
adalah  seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 
tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejateraan sosial, kematangan 
pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut. Anak adalah potensi 
serta penerus bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
24
 
Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan 
dalam setiap upacara pernikahan , terdapat doa restu  dan harapan semoga kedua insan atau 
kedua mempelai dikaruniai anak. Seperti halnya pada masyarakat hukum adat Batak, ditemukan 
umpasan ( ungkapan )sebagai berikut ’’Bintang na rumiris tu ombun na sumorop, anak pe 
antong riris boru pe totop’’.
25
 
Anak yang lahir di harapkan bukan menjadi preman, pencurin, atau pencopet ataupun 
gepeng (gelandangan dan pengemis) tetapi di harapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga 
di masa yang akan datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik 
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hal.20. 
keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa. Hal ini tercermin dalam umpasan (ungkapan 
Batak) berikut: 
“Tangki jala ulang, galingging jala garege,sai tubu ma di hamu anak partahi jala ulu 
baling, doho angka boru na mora jala pareme.” 
“Manggoreng di balanga, mandisir, mandosor, sai tubu ma di hamu angka anak dohot 
boru, na gabe sarjana, maagister, doctor jala professor.”
26
 
Pepatah di atas tersebut merupakan ungkapan suatu harapan agar mempelai di karuniai 
anak laki-laki yang pengayom yaitu menjadi pimpinan dan tentara (ulu balang) dan anak 
perempuan menjadi orang kaya. Juga di harapkan agar kedua mempelai dikaruniai anak 
perempuan dan laki-laki yang menjadi sarjana, megister, doctor, bahkan professor. Hal ini 
merupakan salah satu penyebab tekad dan kuat bagi orang batak untuk menyekolahkan anak-
anaknya setinggi-tingginya, di samping bahwa bagi orang batak, anak merupakan hagebeon 
(maranak marboru/marurat marbulung), anak yang merupakan kekayaan yang paling tertinggi 
yang paling berharga. 
Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan 
generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu di bina 
dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik 
pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian 
terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan 
pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan  pemerintah. 
 Anak wajib di lindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu 
atau kelompok , organisasi swasta ataupun pemeritah) baik secara langsung maupun tidak 
langsung.Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, 
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sosial), karena tindakan yang pasif,atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau 
pemerintah),baik langsung maupun tidak langsung.Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi 
diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial 
dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.Anak harus di bantu oleh orang lain dalam 
melindungi dirinya,mengingat situasi dan kondisinya.Anak perlu mendapat perlindungan agar 
tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial. 
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak 
Pengertian kekerasan terhadap anak (Child Abuse) adalah dapat didefinisikan sebagai 
peristiwa pelukaan fisik, mental, dan seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang 
mempunyai tanggung jawab terhadapkesejahteraan anak yang dimana itu semua diindikasikan 
dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.
27
 
Pengertian kekerasan terhadap anak (Child Abuse) adalah sebagai peristiwa pelukaan 
fisik, mental, atau seksual, yang umunya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung 
jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan 
ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.
28
 
Pengertian kekerasan terhadap anak adalah peristiwa pelukaan fisik yang dilakukan oleh 
seseorang yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. 
2. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak 
Terdapat 4 bentuk kekerasan terhadap anak yaitu : 
1. Kekerasan Fisik yaitu, Bentuk ini paling mudah dikenali.Terkategorisasi sebagai kekerasan 
jenis ini adalah: menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, 
mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam  dan sebagainya.Korban 
kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban, seperti: luka memar, 
berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. 
2. Kekerasan Psikis yaitu, Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikebali, Akibat yang 
dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak 
kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, 
menurutnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran 
jenis ini adalah: pengguna kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan 
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orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan 
sebagainya. Akibat merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam 
membuat keputusan. 
3. Kekerasan Seksual, Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam 
bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan 
penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk yang tergolong 
masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksual. 
4. Kekerasan Ekonomi, Kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. 
Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak 
memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan 
contoh konkret bentuk kekeraasan ekonomi.
29 
3. Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak 
Terdapat 6 Faktor  terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu: 
1. Faktor  Ekonomi, Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering sekali membawa 
keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. 
Hal ini biasanya terjadi pada keluarga-keluarga dengan anggota besar. Problematika 
Finansial keluarga yang memprihatikan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat 
menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, 
pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya 
secara relative dapat memperngaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya 
dilampiaskan ke anak-anak. 
2. Masalah Keluarga, Hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang 
tua yang kurang harmonis, Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-
anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan 
marahnya terhadap istri. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemarah dan tidak 
mampu mengendalikan emosi juga dapat memyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. 
3. Faktor Perceraian, Perceraian dapat menimbulkan problematika ke rumah tangga seperti 
persoalan hak pemeliharaan anak, pemberi kasih sayang, pemberian nafkah dan 
sebagainya.Akibat perceraian juga dapat dirasakna oleh anak terutama ketika orang tua 
mereka menikah lagi dan anak harus di rawat oleh ayah atau ibu tiri. 
4. Kelahiran Anak di Luar Nikah, Tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran di luar nikah 
menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak.Belum lagi jika melibatkan pihak 
kelurga dari pasangan tersebut. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak 
menguntungkan seperti: anak yang merasa di singkirkan, disisihkan oleh keluarga bahkan 
harus menerima perilaku yang tidak adil 
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5. Menyangkut Jiwa dan Psikologi, Dalam kajian psikologi disebutkan bahwa orang tua yang 
melakukan tindak kekerasan atau penganiyayaan terhadap anak adalah mereka yang 
memiliki problem psikologi 
6. Terjadinya Kekerasan atau Pelanggaran terhadap hak-hak adalah tidak dimilikinya 
pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai.
30 
D. Pengertian Rumah Tangga 
Dalam Susenas yang diselengarakan oleh BPS, rumah tannga dibedakan menjadi dua 
yaitu rumah tangga biasa (ordinary household) dan rumah tangga khusus (special household). 
Rumah tangga biasa (ordinary household) adalah seorang atau sekelompok orang yang 
mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan 
dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-
hari bersama menjadi satu. 
Ada bermacam-macam bentuk rumah tangga biasa yaitu: 
1. Orang yang tinggal bersama isteri dan anaknya 
2. Orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensu dan       mengurus maakannya 
sendiri. 
3. Keluarga yang tinggal berpisah di dua bangunan sensus, tapi makannya dari satu dapur, 
asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen 
4. Rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indeekos) yang pemondoknya 
kurang dari 10 orang  
5. Pengurus asrama panti asuhan, lembaga permasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal 
sendiri maupun bersama anak, isteri serta anggota rumah tangga lainnya. 
Sedangkan pengertian rumah tangga khusus (special household) adalah orang –orang 
yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan yang 
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pengurus kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasaan atau lembaga serta sekelompok 
orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang lebih.
31
 
Pengertian tentang rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam deklarasi PBB, namun 
secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam 
masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan.Didalam rumah tangga terisi ayah, 
ibu dan anak-anak. Pengertian rumah tangga juga tidak tercantum secara khusus, tetapi yang 
dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga dalam pasal 1 angka 30 Undang-undang nomor 8 
tahun 1981 tentang khitab Undang-undang Hukum acara Pidana.
32
 
Pengertian rumah tangga terdiri dari satu orang atau lebih orang yang tinggal bersama-
sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagai makanan atau akomodasi hidup, dan bisa 
berdiri dari keluarga atau sekelompok orang. 
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
Kekerasan dalam rumah tangga secara hukum yang dimaksud adalah setiap perbuatan 
kepada seseorang kepada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 
secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termaksud ancaman untuk 




Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kesereasan yang dilakukan oleh 
salah satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Bentuk yang sering dijumpai dalam 
KDRT adalah penganiyayaan orang tua terhadap anak dan penganiyayaan suami terhadap istri. 
Meski jarang ditemui, terdapa pula istri yang menganiyaya suami bahkan anak-anak yang 
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menganiyaya orang tua. Tindak kekerasan yang dilakukan terhadap mereka yang tidak memiliki 
hubungan darah tapi tinggal didalam satu rumah.
34
 
Kekerasan rumah tangga ini berarti bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pihak pelaku 
atau yang melakukan kekerasan kepada korban atau orang terdampak dalam kekerasan, tindakan 
kekerasan itu apabila telah melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang yang 
diberlakukan pada saat itu, dan atas dasar itu kekerasan dalam rumah tangga ada dalam Undang-
undang agar supaya baik orang tua, perempuan, anak, dan suami dapat dilindungi.Sedangkan 
yang termasuk ruang lingkup keluarga adalah: 
A. Suami atau Istri 
B. Orang tua dan anak-anak 
C. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah 
D. Orang yang bekerja membantu Kehidupan rumah tangga, orang-orang lain yang 
menetap disebuah rumah tangga. 
E. orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tingal 
bersama (yang dimaksud dengan orang yang hidup bersama adalah pasangan hidup 
bersama atau beberapa orang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu 
tertentu). 
2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) 
Beberapa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga : 
1. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka 
berat. Misalnya saja bentuk kekerasan yang menggunakan tangan kosong,memukul, 
menampar, mendorong, menarik rambut, meludahi, dan sebagainya. 
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2. Kekerasan Psikis adalah merupakan perbuatan yang melibatkan ketakutan, hilangnya rasa 
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau 
penderita psikis berat pada seseorang. 
3. Kekerasan Seksual adalah dapat berbentuk pemaksaan hubungan seksual, Walaupun sulit 
dibuktikan, bentuk kekerasan ini juga sering di alami oleh perempuan. Misalnya 
memaksa perempuan berhubungan seksual walaupun istri sedang tidak enak badan. 
4. Pelantaran Rumah Tangga, berarti ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan 
atau melarang pasangan untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga 
korban berada di bawah kendali orang tersebut.
35
 
Sedangkan menurut Nabila Ashriyanti, kekerasan dalam rumah tangga mencakup 
(Domestic Vionce) yang meliputi sebagai berikut: 
 
1. Kekerasan Fisik, seperti: memukul, menampar, mencekik, dan sebagainya. 
2. Kekerasan Psikologis, seperti: berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan 
sebagainya. 
3. Kekerasan Seksual, seperti:melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan 
seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seksual tanpa persetujuan 
korban dan lain sebagainya. 
4. Kekerasan Finansial, seperti: mengambil barang korban, menambah atau tidak 
memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya. 
5. Kekerasan Spritual, seperti: merendahkan ke yakinan dan kepercayaan korban, memaksa 
korban mempratekan ritual dan kayakinan tertentu. 
3. Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga 
Beberapa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu: 
1. Faktor Keluarga 
a. Kemiskinan 
b. Urbanisasi yang terjadi disertai kesengajaan pendapat di antar penduduk. 
c. Masyarakat keluarga ketergantungan obat. 
d. Lingkungan dan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi. 
 
2. Faktor Keluarga 
a. Adanya anggota keluarga yang sakit dan membutuhkan bantuan terus-menerus, misalnya 
anak dengan kelainan mental dan orang lanjut usia(lansia) 
b. Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan menghargai, serta tidak 
menghargai peran wanita. 
c. Kurang adanya keakraban hubungan jarinagn sosial pada keluarga. 
d. Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas. 
 
                                                             
35
Lely Setyawati Kurniawan, Refleksi Diri Pada Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah tangga, 
Cv.Andi Offset 2015,hal.7 
3. Faktor Individu 
Di Amerika Serikat, Mereka yang mempunyai resiko besar mengalami kekerasan dalam 
rumah tangga iaiah sebagai berikut: 
a. Wanita yang lajang, bercerai, atau ingin bercerai 
b. Berumur 17-28 tahun. 
c. Ketergantungan obat atau alkohol atau riwayat ketergantungan kedua zat tersebut. 
d. Sedang hamil 
e. Mempunyai partner dengan sifat memiliki cemburu berlebihan.36 
Sedangkan menurut Marjan Miharja, faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga 
yaitu: 
a. Kepribadian dan kondisi psikologi yang tidak stabil 
b. Pengaruh minuman keras 
c. Penyampaian kata-kata terhadap masing-masing pasangan yang tidak baik 
d. Pengaruh pendidikan kekerasan orang tua di masa kecil 
e. Frustasi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan suami terhadap 
istri dalam rumah tangga 
f. Laki-laki bertindak seenaknya pada pihak perempuan karena merasa perempuan di bawah 
derajat laki-laki 
g. Penyelewengan seks 
h. Perubahan sikap, ataupun menderita sakit mental 
i. Faktor memiliki anak yang banyak sehingga sulit untuk memberikan nafkah 
j. Istri memberikan pekerjaan dan suami tidak memilki pekerjaan, kebanyakan istri akan 
sesuka hatimemperlakukan seorang suami, dcengan kata lain sudah tidak menghormati 
suami. 
k. Ketegantunagn seorang istriterhadap suami, dan tingkat kepuasan seks yang menurun 
l. Ketidaksabaran dalam mengambil suatu tindakan 
m. Masalah dalam pekerjaan di bwa-bawa sampai dalam keluarga sehingga pikiran menjadi 
kacau dan tidak bisa terkendali 
n. Kurang terbuka dalam keluarga(suatu hal yang membuat tidak ada keharmonisan dalam 
berumah tangga) 
o. Kurangnya tingkat kedisiplinan dalam keluarga, hal ini memicu pertengkaran antara 
suami dan istri saling menyalahkan 
p. Bersangka buruk atau mencurigai pasangan(hal ini akan membuat rasa tidak nyaman 
dalam rumah tangga, sehingga kurangnya rasa kepercayaan terhadap pasangan) 
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q. Kurangnya perhatian terhadap keluarga(suami sebagai kepala keluarga yang selalu 
mengatur rumah tangga, di sini sebagai istri harus memberikan pendapat benar dan 
jangan ragu untuk melakukanya).
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Faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum tidak terlalu 
menggangu masyarakat karena hal itu terjadi dalam lembaga keluarga yang formal yaitu 
perkawinan yang terikat oleh hukum positif, oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga 
sifatnya relatif terutup(sifatnya pribadi) dan terjaga ketat kerahasiannya karena terajdi dalam 
keluarga. 
4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Dampak kekerasan dalam rumah tangga yaitu: 
1. Tidak pernah tenang 
Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bakal sulit melupakan bekas 
luka yang dialaminya. Hidup pun jadi tidak tenang, seandainya korban berhasil meninggalkan 
penganiyanya, misalnya istri yang menggugat cerai, anak yang harus bertumbuh dewasa, hal ini 
akan terus mempengaruhi hubungan-hubungan mereka selanjutnya. 
2. Trauma 
Ada banyak kasus di mana korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tertekan dan 
trauma setelah menghadapi pelecehan dalam hubungan mereka. Hal ini membuat mereka tidak 
bisa berfungsi normal, yang kadang mempengaruhi berbagai aspek lain dalam kehidupan mereka, 
misalnya dalam bidang pekerjaan atau pendidikan. 
3. Rasa sakit 
Dalam kasus di mana salah satu di antara pasangan menerima kekerasan fisik, korban 
mungkin mengalami rasa sakit dan penderitaan. Dan ada kasus di mana cidera fisik sulit untuk 
dihilangkan.Dalam beberapa kasus ekstrem, korban KDRT mengalami cacat fisik permanen 
akibat penganiyaan yang diterimanya. 
4. Ketakutan 
Sebuah studi baru-baru ini mengatakan, korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung 
menjai paranoid. Mereka mungkin tidak bisa mempercayai adanya sebuah hubungan baru di 
mana mereka tidak dianiya.
38
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Akibat dari kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) berdampak negatif terhadap faktor 
kejiwaan anak(faktor psikologi) anak seperti: 
a. Menjadi penyendiri 
b. Melakukan hal-hal yang diluar kendali orang tua 
c. Stress yang kronis 
d. Kesulitan di sekolah dalam hal konsentrasi 
e. Rasa ketakutan berlebih sehingga tidak ada rasa percaya diri, dan tidak berdaya 
f. Menjadi keras kepala 
g. Susah diatur 
h. Tidak disiplin 
i. Tidak menghargai orang tua 
j. Agresif, suka menggagu, suka bertingkah jagoan 
k. Tidak terurus 
l. Tidak mau mendengar perkataan orang tua. 
E. Peran Aparat Penegak Hukum dan Elemen Lainnya Dalam Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga 
Langkah nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan korban dalam 
UU nomor 23 tahun 2004 Bab 6 tentang peran-peran aparat penegak hukum khususnya 
kepolisian, advokat, dan pengadilan. Adapun peran-peran tersebut adalah sebagi berikut : 
1. Kewajiban pemerintah 
Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan  
a. merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, 
b. menyelengarakan advokasi dan sosialisasi, 
c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender serta menetapkan standar 
akreditasi pelayanan yang sensitive gender. 
Upaya penyelenggara layanan adalah 
a. Penyediaan ruang layanan khusus di kantor kepolisian, 
b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, 
c. Pembuatan dan pengembangan sistem mekanisme program pelayan keja sama, 
d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban. 
2. Kewajiban masyarakat 
Kewajiban masyarakat adalah untuk menyelenggarakan upaya-upaya pemerintah dan atau 
pemerintah daerah masing-masing dapat bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial 
lainnya orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadi kekerasan dalam rumah tangga 
wajib : 
a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana 
b. Memberikan perlindungan kepada korban 
c. Memberika pertolongan darurat 
d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. 
 
3. Peran kepolisian 
Tugas kepolisian pada saat menerima laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah 
menerangkan akan hak-hak korban untuk mendaptkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu 
kepolisian juga perlu memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan 
dalam rumah tangga merupakan sebuah kejatanterhadap kepolisian sehingga sudah menjadi 
kewajiban kepolisian melindungi korban. 
4. Peran tenaga kesehatan 
Setelah diketahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka petugas kesehatan 
berkewajiban memeriksa kesehatan korban yang selanjutnya membuat laporan tertulis mengenai 
hasil pemeriksaan. 
5. Peran pekerja sosial 
Dalam memberikan pelayanan pekerja sosial harus : 
a. melakukan konseling, 
b. memberikan informasi tentang hak-hak korban 
c. mengantar korban ke rumah yang aman,  
d. melakukan koordinasi terpadu dengan kepolisian. 
 
6. Peran relawan pendamping 
Memberikan pelayanan relawan pendamping dapat : 
a. menginformasikan hak korban untuk mendapatkan pendamping, 
b. mendampingi dengan membimbing korban,  
c. mendengar keluhan korban secara empati 




7. Peran pembimbing rohani 
Dalam memberikan pelayanan pembimbing rohani harus menjelaskan mengenai hak dan 
kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban. 
8. Peran advokat 
Dalam memberikan layanan advokat wajib : 
a. memberikan konsultasi hukum, 
b. mendampingi korban dalam proses hukum,  
c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum 
d. relawan pendamping dan pekerja sosial. 
F. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 
1. Sejarah Pembentukan Pusat Pelayan Terpadu Perempuan dan Anak(P2TP2A) 
Berawal dari Mei 1998 sebagai kerusuhan terburuk dalam sejarah bangsa indonesia 
terjadi di berbagai daerah, mengorbankan berbagai kelas sosial, lintas etnik, tak kenal usia dan 
jenis kelamin. Pada situasi inilah komnas perempuan lahir sebagai respon khususnya atas 
peristiwa kasus pemerkosaan yang menimpa perempuan etnis Tiongkha. Atas desakan dari 
masyarakat yang mengorganisir diri dengan nama masyarakat anti kekerasan berhasil 
menghimpun empat ribu tanda tangan menutut pertanggungjawaban negara atas peristiwa 
tersebut, atas desakan tersebut,presiden habibi. pada tanggal 15 Oktober 1998, mendatangani 
berdirinya Komnas Anti Kekerasan terhadap perempuan, yang disebut komnas perempuan.
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Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan konsep pembangunan pemberdayaan sendiri di 
Indonesia secara resmi pengarusutamaan Gender (PUG) diadopsi menjadi strategi pembagunan 
bidang pemberdayaan perempuan melalui intruksi presiden (Inpres). Nomor 9 Tahun 2000 
tentang pengarusutaman Gender dalam pembangunan Nasional Dalam Inpres tersebut 
dinyatakan tujuan PUG adalah terselengaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperstektif gender. Dan strategi 
dalam kehidupan berkeluarga,bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup PUG 
dalam inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi: 
1. Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan yang responsive gender 
2. Pelaksanaan 
3. Pemantauan dan evaluasi 
Pembentukan P2TP2A itu sendiri disebut”women centre” di beberapa negara 
(jepang,Malaysia,philipina) melalui study banding, dari negara-negara tersebut diperoleh 
                                                             
39
http//www.komnas perempuan or.id2013/05/siaran-pers-komnas-perempuan-25-tahun-reformasi.di akses 
15 juli 2020. 
masukan bahwa keberdaaan ”women centre” dianggap sangat membantu untuk mempercepat 
proses terlaksananya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
gender. Kemnterian negara pemberdayaan perempuan kemudian menindaklanjuti hasil study 
banding ini dengan menetapkan 3 propinsi sebagai npilot projet pembentukan P2TP2A yaitu 
provinsi jawa barat,lampung dan kabupaten jeneponto Sulawesi selatan. Adapun penetapan 3 
provinsi tersebut didasarkan atas : 
1. Adanya kebutuhan yang mendesak di wilayah tersebut untuk membentuk P2TP2A karena 
adanya ketimpangan dalam menagani masalah perempuan dan anak sementara jumlah 
pelayanan yang tersedia di masyarakat kurang. 
2. Wilayah yang telah ditetapkan memiliki bagian PP sebagai kepanjangan tangan 
kementerian pemberdayaan perempuan yang dapat diandalkan untuk program 
pemberdayaan perempuan 
3. Tingginya perhatian dan pemerintah daerah setempat terhadap pemberdayaan perempuan 
dan anak 
4. Wilayah tersebut telah memiliki embrio atau cikal bakal yang berbentuk pusat pelayanan 
terpadu berbasis masyarakat. 
Dalam perkembangnya kementerian negara pemberdayaan perempuan dan anak tahun 
2002 sampai 2007 telah memfasilitasi pembentukan P2TP2A  saja, sedangkan proses selanjutnya 
diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah bersama masyarakat setempat untuk 
pengelolaan dan pemberian layanan kepada masyarakat. Dengan demikian kedudukan dan peran 
P2TP2A adalah dari untuk dan oleh masyarakat. Di setiap daerah yang akan membentuk wadah 
ini dapat menentukan bentuk dan nama dalam prose pembetukanya diperlukanadanya kekuatan 
hukum yaitu berupa surat keputusan guibernur provinsi Sulawesi selatan. Hal ini sebagai salah 
satu bentuk koordinasi antara pemerintah damn masyarakat, sehingga terjadi pembagian peran 
antara pemerintah sebagai fasilator dan masyarakat sebagai pelaksana dilapangan. 
G. Ruang Lingkup Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A)  
adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak 
kekerasan meliputi pengaduan,  pendampingan,  rujukan kasus  yang memerlukan penanganan 
medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. Adapun ruang lingkup 
pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak adalah sebagai berikut : 
1. Pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengambilan 
keputusan dan masalah sosial dan lingkungan hidup lainnya. 
2. Perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi, termasuk tindak 
kekerasan dan perdagangan orang. 
3. Komunikasi,informasi dan edukasi 
4. Peningkatan pertisipasi lembaga masyarakat 
5. Peningkatan kapasitas pengelola (panduan pembentukan pengembangan dana 
pemantapan ) 
H.Tugas Pokok Dan Fungsi P2TP2A 
Tugas Pokok 
Pemerintah berkewajiban melakukan perlindungan, pengamanan, dan pencegahan 
terhadap korban kekerasan bagi perempuan dan anak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang perlindungan anak. Mengatur siapa saja yang boleh melaporkan terjainya tindak 
kekerasan.siapapun jika melihat perempuan atau anak yang mengalami tindak kekerasan boleh 
melaporkan ketempat layanan terdekat.sejalan dengan hal tersebut maka peran pusat pelayanan 
terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) terhadap korban kekerasan 
perempuan dan anak di tengah-tengah masyarakat khususnya di kabupaten jeneponto dirasakan 
meski belum komprehensif dan maksimal.Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 
1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi 
P2TP2A. 
2. Kurangnya koordinasi pihak-pihak terkaitdalam penaganan pelayanan korban 
kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
Fungsi : 
Pusat pelayanan terpadu pemberdayan perempuan dan anak (P2TP2A) mempunyai fugsi 
memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, 
yang meliputi data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi, rujukan, konsultasi,pelatihan 
keterampilan serta kegiatan lainnya. Di samping itu P2TP2A juga dapat menjadi tempat 
pemberdayaan misalnya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan pada kader yang memiliki 
komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang 
(kesehatan, pendidikanmekonomi,politik,hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari 
bentuk-bentuk diskriminasitermasuk tindak perdagangan orang ). Dan P2TP2Adapat bekerja 
sama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberdayaan melalui suatu 
























A.Jenis dan Lokasi Penelitian 
1.Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang di  guanakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris 
yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian 
nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dan 
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat terhadap objek 
yang menjadi pokok permasalahan. 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan kegiatan penelitian maka harus adanya lokasi penelitian,  
Penulis memilih lokasi kabupaten jeneponto karna maraknya kasus kekerasan terhadap 
perempuan di kabupaten jeneponto. Disamping itu pada lokasi tersebut dianggap tersedia 
dan sumber data yang di butuhkan dalam penelitian. 
B. Pendakatan Penelitian 
Dalam rangka pendekatan pada pokok permasalahan objek yang diteliti, maka spesifikasi 
pada penelitian ini menggunakan penndekatan empris atau yuridis sosiologi. Yaitu penelitian 
yang meninjau mengenai identifikasi hukum yang berarti penelitian ini menekankan pada fakta-
fakta yang terjadi di lapangan. Serta jauh mana perlakuan aturan dan norma terkait teori-teori 




C. Sumber Penelitian 
        Sumber data yang digunakan adalah: 
1.Sumber data Primer 
   Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara langsung dengan 
pihak terkait.Guna memperoleh keteragan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis. 
2.Sumber data Sekunder 
   Sumber data sekunder adalah adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen pendukung 
dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penulis dan buku-buku yang 
berkaitan dengan penelitian ini.  
3.Data tersier 
   Sumber data tersier antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum 
primer dan sekunder seperti kamus hukum,kamus bahasa, artikel surat kabar, buku, karya ilmiah, 
internet dan berbagai sumber lainnya.
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D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian, 
karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.Teknik penggumpulan data yang benar 
akan menghasilkan data yang memiliki kredibitas tinggi. Penulisan menggunakan cara-cara 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian Kepustakaaan (liberary research) 
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Pengumpulan data pustaka diperoleh dari sebagai data yang berhubungan dengan hal-hal 
yang diteliti, berupa buku dan liberatur-liberatur yang berkaitan dari dokumen-dokumen 
penting maupun dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penelitian Lapangan (field research) 
Untuk pengumpulan data penelitian lapangan penulis menggunakan 3 cara yaitu: 
a.Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bias penglihatan, 
penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang di perlukan untuk menjawab 
masalah penelitian. Observasi penulis iaiah pengamatan secara langsung di lokasi penelitian 
yaitu Kantor Pusat Pelayan Terpadu Perempuan Dan Anak di Kabupaten Jeneponto sesuai 
dengan objek yang ingin di teliti oleh penulis. 
b.Wawancara iaiah proses komunikasi atau  interaksi untuk mengumpulkan informasi 
dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek peneliti. Dan juga 
merupakan pengumpulan data dalam bentuk tanya-jawab yang di lakukan  secara langsung 
Kepada ibu Hj Sugi dalam hal in adalah pegawai Kantor Pusat Pelayan Terpadu Perempuan 
Dan Anak di Kabupaten Jeneponto.  
C.Dokumentasi merupakan sumber data yang di gunakan untuk  melengkapi penelitian, 
baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua 
itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dimana dokumentasi itu sendiri  juga 
mempelajari bahan-bahan hukum yang tersedia sejak dilakukan proses hokum dalam perkara 
ini yaitu pengambilan data dari lokasi penelitian, mulai mempelajari dokumen, daftar kasus, 
KUHP, serta berita-berita terkini terkait kasus peranan P2TP2A dalam pencegahan kekerasan 
terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jeneponto. 
 
E.Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selain dari data sekunder dan data primer juga 
akan di analisis data secara kualitatif dan kuantitatif terhadap fenomena-fenomena yang terjadi 
dalam permasalahan yang akan d bahas selain itu berdasarkan hasil temuan lapangan dan 
kepustakaan. 
F.Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang di gunakan untuk memperoleh data-data penelitian ketika 
memasuki tahap pengumpulan data dilapangan untk mendukung prosess penemuan jawaban 
pokok dari permasalahan penelitian. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
membuat daftar pertanyaan yang digunakan untuk wawancara. Instrumen penelitian ini merujuk 
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.Gambaran Umum Lokasi penelitian 
1. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto 
Kabupaten jeneponto adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi selatan jarak 
antara kota Makassar , Sulawesi selatan , Indonesia dan kabupaten jeneponto, Sulawesi selatan, 
Indonesia di jalan umum adalah 86.29 km atau 53.50 mil.Indonesia Secara geografis, Kabupaten 
Jeneponto terletak di 5°23'- 5°42' Lintang Selatan dan 119°29' - 119°56' Bujur Timur. Kabupaten 
ini berjarak sekitar 91 Km dari Makassar. Luas wilayahnya 749,79 km
2
 dengan 
kecamatan Bangkala Barat sebagai kecamatan paling luas yaitu 152,96 km
2
 atau setara 20,4 
persen luas wilayah Kabupaten Jeneponto. Sedangkan kecamatan terkecil 
adalah Arungkeke yakni seluas 29,91 km
2
. 
Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi 
dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter diatas permukaan air laut (mdpl) yang 
merupakan lereng pegunungan Gunung Baturape – gunung Lompobattang. Sedangkan bagian 
tengah berada di ketinggian 100 sampai dengan 500 mdpl dan pada bagian selatan merupakan 
pesisir serta dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 100 mdpl. Karena 
perbatasan dengan Laut Flores maka Kabupaten Jeneponto memiliki pelabuhan cukup besar 





Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: 
Utara  Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar 
Timur Kabupaten Bantaeng 
Selatan Laut Flores 
Barat  Kabupaten Takalar  
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Pertama November 1863, adalah tahun berpisahnya antara bangkala dan binamu dengan 
laikang. Ini membuktikan jiwa patriotism turatea melakukan perlawanan yang sangat gigih 
terhadap pemerintah colonial belanda.  
Tanggal 29 Mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu . Tahun itu mulai diangkat 
“Todo ” sebagai lembaga adat yang refresentatif mewakili masyarakat. Tanggal 1 Mei 1959, 
adalah berdasarkan Undang -undang No . 29 Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah 
Tingkat II di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto. Sulawesi selatan, dan 
terpisahnya Takalar dari Jeneponto. 
Kedua Tanggal 1 Mei 1863, adalah bulan dimana Jeneponto menjalani masa-masa yang 
sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng Binamu, yang diangkat secara demokratis oleh “Toddo 
Appaka ” sebagai lembaga representatif masyarakat Turatea. Mundurnya Karaeng Binamu dari 
tahta sebagi wujud perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda 
Lahirnya Undang Undang No. 29 Tahun 1959 Diangkatnya kembali raja Binamu setelah 
berhasil melawan penjajah Belanda. Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu 
lahirnya Afdeling Negeri- negeri Turatea setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda dan 
keluarnya Laikang sebagai konfederasi Binamu. Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol 
patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang 
melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda . Dengan Demikian penetapan Hari Jadi 
Jeneponto yang disepakati oleh pakar pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan tokoh masyarakat 
Jeneponto, dari seminar Hari jadi Jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 
Agustus 2002 di Gedung Sipitangarri, dianggap sangat tepat, dan merupakan keputusan yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 
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2. Latar Belakang Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak (P2TP2A) 
Dinamika pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi serta kemajuan teknologi 
di era globaalisasi ini selain membawa dampak positif ternyata juga menimbulkan fenomena 
sosial baru seperti tindak kekerasan, pelecehan seksual dan perdangana orang dan paling rentang 
menjadi korban adalah perempuan dan anak.Menindak lanjuti fenomena tersebut dalam dalam 
peraturan Presiden RI No 38 Tahun 2008. Tentang rencana kerja Pemerintah Tahun 2009 yang 
bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan ksestaraan dan keadilan 
gender.Salah satu programnya adalah Pembentukan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak(P2TP2A). 
Peraturan pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah 
antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan 
Kota,menganatkan baahwa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi 
urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan 
Kota terutama terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar.Sehubungan dengan hal tersebut, 
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai 
Norma,Standar,Prosedur,Ktriteria dalam membentuk pedoman pelaksaan pembangunan 
pemberdayaan perempuan dan anak bagi Pemerintah, Provinsi,Kabupaten Kota. 
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi 
Sulawesi Selatan Kabupaten Jeneponto merupakan pusat pelayanan terintergrasi dalam upaya 
Pemberdayaan Perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan Perempuan dan 
Anak di berbagai jenis Diskriminasi dan Tindak Kekerasan, termasuk perdagangan orang 
berdasarkan putusan Gubernur tahun 2009 tentang Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A).Pembentukan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di bawa 
koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dari Keluarga Berencana (BBPPAKB). 
1. P2TP2A Kabupaten Jeneponto 
(P2TP2A) adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan 
Anakterhadap kekerasan perempuan dan anak yang berada dibawah OPD Dinas Pemberdayaan 
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto dimana kekerassan terhadap 
perempuan dan anak di kabupaten jeneponto mengalami peningkatan.Dengan adanya P2TP2A di 
tengah-tengah masyarakat dapat menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak 




2. Visi,Misi dan Tujuan 
Visi :  
Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Gender, Terlindunginya Hak-hak Perempuan 
dan Anak, serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan keluarga yang berkualitas 
dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya menuju Jeneponto Gammara. 
Misi:  
1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan perlidungan 
terhadap perempuan dan anak. 
2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindakan 
kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. 
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan 
dan anak. 
4. Meningkatkan kapasitas pengurus utama Gender menuju kesetaraan dan keadilan gender.  
Tujuan :  
Mewujudkan program dan kebijakan pemerintah yang responship gender, memastikan 
peningkatan dan pemenuhan hak-hak perempuan, memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-
hak anak, menjamin realisasi kebijakan pada sistem data yang responship gender dan sesuai 
dengan kepentingan anak, mewujudkan manajemen yang akuntabel.
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3.Tujuan Dari Proyek Perubahan Adalah : 
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Visi,Misi dan Tujuan  P2TP2A 
a. Tujuan jangka pendek 
Terwujudnyaa P2TP2A sebagai pusat pelayanan tempat ruang konseling bagi 
perempuan dan anak korban kekerasan. 
b. Tujuan jang menegah 
Terwujudnya P2TP2A sebagai pusat data dan informaasi tentang korban 
kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
c. Tujuan jangka panjang 
P2TP2A menjadi UPTD disetiap Kecematan di Kab.Jeneponto 
 
Ruang lingkup dari proyek perubahan adalah : 
a. Membentuk tim kerja proyek perubahan peningkatan peran pusat pelayanan terpadu 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A). 
b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/lembaga terakit(stakeholders) dan 
lembaga hukum. 
c. Melakukan sosialisasi ditingkat kecamatan dengan melibatkan ibu PKK kecamatan. 
d. Pembentukan kelompok kerja tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. 
e. Mensosialisasikan Brigade Siaga 115 untuk melaporkan kejadian korban kekerasan. 
f. Terwujudnya peningkatan peran P2TP2A. 
 
4.Manfaat Yang Diharapkan Dari Proyek Perubahan Ini Iaiah : 
1. Mewujudkan perubahan pola pikir dari masyarakat khususnya perempuan sudah 
mengetahui tempat untuk konseling rumah tangga yang bermasalah dan tempat untuk 
melaporkan kejadian kekeraan terhadap perempuan dan anak. 
2. P2TP2A sebagai pusat koordinasi lintas sektoral terkait pemberian layanan bagi 
perempuan dan anak korban kekerasan. 
 
5.layanan Kerja: 
layanan kerja P2TP2A kabupaten jeneponto : 
1. Non Diskriminasi 
2. Kepentingan terbaik untuk korban 
3. Melindungi rahasia korban 
4. Mudah,nyaman, dan menjamin keselamatan korban 
5. Efektivitas dan efensi proses pelayanan korban 
6. Ada jaminan kepastian hukum  
7. Empati terhadap keberadaan korban 
8. Prioritas penaganan korban berdasarkan tingkat kerawanan  
9. Tidak dikenai biaya 
10. Pengambilan putusan dengan pertimbangan terbaik 
11. Dilakukan secara berkelanjutan. 
6.Program Kerja 
Program kerja P2TP2A dilaksanakan oleh 4 divisi yang terbagi dalam : 
a. Divisi pelayanan hukum dan medis 
Melaksanakan tindakan dan rujukan medis, bantuan perlindungan hukum terhadap 
korban kekerasan 
a) Penaganan, penjangkauan pendampingan oleh tenaga sosial terlatih 
b) Pemberian konsultasi dan konseling bagi korban oleh tenaga psikoloq 
c) Advokasi dan bantuan hukum bagi korban tenaga advokat 
d) Pemberian layanan kesehatan secara gratos yang ditangani oleh tenaga medis 
e) Pemberian bantuan kepada korban yang tidak mampu sesuai kebuthannya 
b. Divisi pemulihan dan pemberdayaan 
a) Membangun jejaring dengan dunia usaha dan industry dalam mengembangkan 
program csr (cooroorate sosial responsibility) bagi pengembang ekonomi 
produktif berbasis perempuan dan keluarga 
b) Menyediakan shellee(rumah aman) nagi korban 
c) Penaganan pasca korban kekerasan melalui rehabilitasi dan reinterasi 
c. Divisi kajian pendidikan dan pelatihan 
a) Merancang berbagi model pelatihan dengan berbagai pendekatan kominitas 
b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan berbagi isu strategi pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak 
c) Melakukan berbagai pelatihan bagi pengembangan usaha produktif perempuan 
d. Divisi penguatan jaringan dan advokasi 
a) Mengoptimalkan kelembagaan P2TP2A 
b) Menerumuskan tata kerja dan pembagian peran dengan lembaga sejenis di 
lingkungan pemerintah daerah 
c) Meningkatkan peran jejaring pemerhati perempuan dan anak 
d) Merancang model layanan berbasis komunitas dan anak 
e) Kampanye ketahanan kelurga/keluarga yang sakina 
f) Kampanye parenting sehat(pengasuhan anak) 
g) Mengidentifikasikan berbagai forum (forum anak, forum tenaga peduli keluarga 
TKI, forum perempuan menulis, forum perempuan peduli perempuan, forum 
perempuan peduli lingkungan). 
7.Bentuk-bentuk Layanan P2TP2A 
Bentuk layanan yang dilakukan ada 2 macam yaitu :  
litigasi dan non litigasi. Layanan litigasi misalnya perkosaan, pencabulan/pelecehan 
seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan layanan non-litigasi misalnya konsultasi 
permasalahan yang tengah dihadapi, mediasi antara suami dan istri, orangtua dan anak yang 
sedang mempunyai masalah. Apabila korban memerlukan pendampingan hukum maka ada 2 
cara yang dilakukan yaitu mendampingi secara langsung dan mendampingi secara tidak langsung. 
Mendampingi langsung artinya di sepanjang proses peradilan korban akan didampingi langsung 
oleh pendamping P2TP2A yang bertindak sebagai kuasa hukum. Sedangkan mendampingi 
secara tidak langsung artinya dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan, 
membuatkan konsep gugatan dan sebagainya.  
Pelayanan dilakukan pada hari kerja yaitu Senin-Jumat pukul 08.00- 16.00 WITA. Untuk 
keperluan darurat layanan konseling dapat diberikan selama 24 jam melalui nomor konselor. 
Adapun yang dimaksud dengan keperluan darurat apabila korban terancam keselamatannya atau 
membutuhkan pertolongan segera (misalnya baru saja menjadi korban perkosaan, penganiayaan) 
atau pada kondisi psikologis yang sangat berat seperti depresi dan akan bunuh diri.
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Segala bentuk layanan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak adalah gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Pengurus Lembaga ini 
terdiri dari advokat, psikolog, tokoh agama dan paralegal. Untuk memperlancar kinerja P2TP2A 
berjejaring dengan Rumah Sakit, Puskemas, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. 
8.Struktur Organisasi P2TP2A Kabupaten Jeneponto 
Kepala Dinas :Dr.H. Haerul Gassing,S.H,M.H 
Sekertaris Dinas : Ismawaty Iskandar,ST,MSP 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : M.Salman R,ST,M.AP  
                                                             : ST.Subaedah 
                                                            : Surianti 
Sub Bagian Perncanaan dan Keuangan : Ita Karnita,S.Sos,MM 
                                                               : Syarifuddin 
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Wawancara langsung ibu Hj.Suci Fitriani pegawai P2TP2A 
Bidang Kesetaraan Gender : Hj.Suci Fitriani,SE,M.AP 
Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak : Ir.Hj. Rahmi Tompo,M.Pd  
Seksi Kesetaraan Gender :Dra.Hj.Rahmawati,M.Si 
Seksi Ketahanan Dan Kualitas Keluarga : Hafsah,SE 
Seksi Data Dan Informasi Gender Dan Anak : Sri Purnama,SE 
Seksi Perlindungan Anak Dan Perempuan : Nur Aliah,S.HI 
: Tompo  
Seksi Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak : Hasriyani, ST 
: Endang,HR,SP 
Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak : HJ.Harlina,se 
                                                                                                       : Sitti Sukmawati. 
B. Peran P2TP2A Dalam Penaggulanggan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
a. Peran peningkatan kesadaran bagi penyelenggara pemerintah dan masyarakat tentang 
kekerasan dalam rumah tangga. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu hj harlina sebagai seksi pelayanan terpadu 
pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten jeneponto dapat diketahui mengenai 
peran P2TP2A dalam mengingkatan kesadaran bagi pemeritah dan masyarakat tentang 
perlindungan terhadap perempuan dan anak maka P2TP2A Kabupaten Jeneponto melakukan 
kegiatan sosialisasi di desa-desa seperti tahun kemarin mengadakan sosialisasi di desa Datara 
Kabupaten Jeneponto. 
b. Peranperluasan dan pemerataan jangkauan pelayanan terpadu perlindungan terhadap 
perempuan dan anak  
Berdasarkan wawancara dengan ibu hj harlina sebagai seksi pelayanan terpadu 
pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten jeneponto untuk melakukan pelayanan 
perlindungan terhadap perempuan dan anak secara merata dan menyeluruh di seluruh wilayah 
Kabupaten Jeneponto maka P2TP2A beritaan 
membentuk jaringan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jeneponto. 
c. Peran pembangunan jaringan kerja secara nasional 
Sebagai negara yang didirikan cukup lama serta diakui oleh Kemnterian Negara dan 
Pemberdayaan Republik Indonesia serta Komisi Nasional Perempuan dan menjadi percontohan 
bagi daerah lain.maka P2TP2A Kabupaten Jeneponto juga menjalin kerja sama dengan P2TP2A  
atau lembaga perlindungan anak dengan daerah lain dengan maksud dan  tujuan untuk bisa saling 
berbagi informasi. 
d. Peran sebagai  lemabaga advokasi dan mediasi  
Peran P2TP2A sebagai lembaga advokasi Kabupaten Jeneponto memberikan advokasi 
kepada korban dalam kasus kekerasan dalam  rumah tangga yang datang melapor dan di anggap 
perlu untuk diberikan pendampingan terkait kasus yang sedang dihadapi 
e. pemberian rumah aman (shelter) dan perlindungan dari pemberitaan 
Rumah aman atau shelter adalah tempat tinggal sementara bagi korbanberdasarkan 
wawancara Dr.H. Haerul Gassing sebagai ketua P2TP2A Kabupaten Jeneponto tujuan adanya 
rumah aman ini yaitu pemberian perlindungan secara maksimal,keselamatan yang tidak 
menjamin jika harus ketempat tinggalnya, dan juga untuk menghindari adanya kejaran media. 
 
C. Pendampingan Advokasi P2TP2A Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Pelayanan P2TP2A bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam hal 
pelayanan pengaduan, klien melapor ke P2TP2A dengan cara datang secara langsung, melalui 
telepon atau merupakan rujukan dari lembaga lain: 
a. Pelapor melapor secara langsung Klien diterima oleh P2TP2A, mengisi form 
pengaduan secara tertulis dan ditandatangani. Biasanya yang melaporkan bisa kliennya, keluarga 
korban, bisa pendamping yang lain. Jadi tidak harus selalu korban.  
b. Penanganan pengaduan melalui telepon Unit pelayanan penerimaan pengaduan bagi 
korban kekerasan harus bisa diakses melalui telepon. Nomor telepon pengaduan bisa dibuat 
khusus (hotline) atau disediakan dengan menggunakan nomor telepon kantor reguler. Pengaduan 
melalui telepon diperlukan bagi korban yang tidak mampu mengakses layanan dengan datang 
langsung. Pengaduan melalui telepon juga diperlukan bagi korban yang merasa belum siap 
bertemu langsung dengan petugas penerimaan pengaduan
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c. Penanganan pengaduan melalui rujukan Seringkali korban juga datang karena dirujuk 
oleh lembaga-lembaga lain. Dalam kasus ini, maka korban diterima sebagaimana korban yang 
datang secara langsung. Perbedaannya adalah sebelum mewancarai korban, petugas harus 
memeriksa terlebih dahulu surat rujukan maupun data-data yang dikirimkan oleh 
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KPPPA Republik Indonesia, Prosedur Standar Operasional. 
lembaga/individu perujuk. Dalam hal tidak ada surat rujukan ataupun data-data penyerta, maka 
langkah-langkah penanganannya sama dengan korban yang datang secara langsung.
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Apabila korban melakukan pengaduan langsung, korban akan diterima selanjutnya 
diidentifikasi kemudian diregister. Setelah itu, korban mengisi data dan menandatangani formulir 
pengaduan yang menunjukkan korban setuju kasusnya ditangani oleh pihak P2TP2A. Berikutnya 
korban diarahkan pada konselor atau divisi yang terkait sehubungan dengan pelayanan yang 
dibutuhkan. Misalkan pelayanan hukum, medis, psikologis, shelter (rumah aman), atau dirujuk 
ke lembaga lain yang berkaitan dengan masalah korban.48 
Alur pengaduan melalui hotline awalnya diterima oleh operator untuk dilakukan 
pendataan/dilakukan registrasi. Setelah kasusnya didentifikasi maka diserahkan ke konselor. 
Kemudian konselor mengambil keputusan untuk melakukan outreach (menjemput korban 
apabila korban tidak mampu datang sendiri), atau menyarankan korban datang langsung ke 
P2TP2A. Kemungkinan lainnya adalah korban dirujuk ke lembaga yang terkait. Setelahkorban 
sampai P2TP2A dilakukan tindakan sesuai kebutuhan klien. Kebutuhan hukum, medis, 
psikologis, shelter atau rujukan.  
Adapun terhadap korban KDRT adalah keluarga/korban lapor ke P2TP2A telah terjadi 
kekerasan dalam keluarga yang dilanjutkan melapor ke Polres yang di damping oleh pendamping 
dari P2TP2A, setelah pemeriksaan di Kepolisian melalui sidik dan lidik, maka P2TP2A 
mengadakan rapat koordinasi untuk gelar kasus, P2TP2A memberikan masukan penaganan 
kepada polisi tentang kelanjutan kasus tindak kekerasan untuk diproses. 
a. Layanan pendampingan 
Layanan pendampingan merupakan kegiatan pendamping yang diberikan oleh tim 
P2TP2A setelah korban KDRT melaporkan dirinya adapun kegiatan tersebut meliputi : 
1. Pengobatan medis 
Tujuan dari pengobatan medis ini adalah agar lebih fokus pada pemulihan kesehatan. 
Pengobatan ini tujukan untuk korban KDRT yang mengalami Kekerasan Fisik dan Kekerasan 
Seksual. Jika korban mengalami luka yang parah maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Lanto Dg 
Pasewang yang berada di Jl. Lingkar. 
2. Pelaporan ke kepolisian 
P2TP2A Kabupaten Jeneponto mendampingi korabn KDRT ke kantor Polisi untuk 
melaporkan masalahnya. 
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3. Bimbingan psikologi 
Rehabilitasi diberikan jika korban  Kekerasan mengalami gangguan psikologi akibat 
kekerasan yang dialaminya seperti rasa sakit, trauma, hilangnya kepercayaan diri,serta hal-hal 
yang lain yang menyebabkan korban seacara tidak berdaya secara mental.  
4. Perlindungan di shelter 
Setiap korban KDRT yang melaporkan diri serta merasa keamananya tidak terjamin, 
maka korban sementara berada di shelter. Di dalam shelter kerahasian korban terjaga, karena 
keberadaan shelter dirahasiakan serta penjagaan yang cukup ketat karena setiap tamu yang 
datang harus menuliskan identitas diri serta mencantumkan keperluannya. Shelter merupakan 
tempat aman sementara bagi korban kekerasan. Korban yang terguncang dan mengalami stress 
memerlukan waktu untuk menenangkan diri.di shelter tersebut kenyamanan korban benar-benar 
di buat nyaman karena semua fasilitas dapat terpenuhi seperti kamar tidur yang cukup, dapur, 
ruang konseling.di dalam shelter juga tersedia tenaga professional di bidang dan tugasnya seperti 
dokter,psikologi,pekerja sosial,dan tenaga-tenaga lainya yang dapat membantu. 
5. Mediasi49 
Mediasi dilakukan sebagai upaya memperbaiki keluarga yang mengalami KDRT untuk 
dapat kembali harmonis dan untuk menerima dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. 
Mediasi ini dilakukan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa yang dimana  mediator hanya 
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1 KDRT 3 
2 Kekerasan seksual 0 
3 Hak asuh anak 0 
4 ABH 0 
5 Penganiyayaan 0 
6 Anak hilang 0 
7 Trafficking 0 
8 Kekerasan psikis 0 
9 Masalah anak 0 
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Kenakalan remaja 0 
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Penelantaran tenaga kerja 0 
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Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang pertama sang suami yang baru pulang kerja 
sesampai di rumah sang istri tidak memasak untuk suami tiba-tiba anak yang menagis dengan 
suara kencang sang istripun tidak peduli. Terjadilah cekcok antar suami dan istri sampai terjadi 
perkelahian.  
Kasus yang kedua suami yang cemburu kepada sang istri karena alasanya istrinya banyak 
yang suka. 
Kasus yang ketiga sang istri di pukuli oleh sang suami dan keluarga sang istri tidak 
terima akhirnya keluarga korban melapor ke P2TP2A , dan P2TP2A menerima laporanya dan 
langsung ke tempat kejadian sesampai di tempat kejadian sang suami di amankan di kantor polisi 
hari demi hari sang istri mencabut lapornya dikantor polisi padahal pegawai P2TP2A sudah 
geram kepada suami korban dengan alsanya istrinya sudah babak belur tetapi sang istri masih 
mau balikan.  
Sekarang kasus kekerasan dalam rumah tangga masih kurang dikarenakan COVID-19 
orang takut keluar rumah dan lembaga ini masih kurangnya masyarakat kabupaten jeneponto 
yang tau fungsi dan keberadaanya di pusat pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di 
kabupaten jeneponto dan biasanya terdapat kasus yang hanya selesai di kantor P2TP2A tanpa di 






















A. Kesimpulan Dan Saran 
1. Kesimpulan  
Proses pelayanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pertama melalui laporan. Korban bisa 
melapor secara langsung, hotline, media massa maupun melalui Pusat Pelayanan Pengaduan 
Masyarakat (P3M). Korban diterima, diidentifikasi dan diregister. Setelah korban mengisi data 
dan menandatangani formulir pengaduan selanjutnya diarahkan kepada konselor atau divisi 
terkait sesuai kebutuhan korban.  
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mengatasi 
kekerasan dalam rumah tangga melalui Peranan peningkatan kesadaran bagi penyelenggara 
pemerintah dan masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, Peranan perluasan dan 
pemerataan jangkauan pelayanan terpadu perlindungan terhadap perempuan dan anak, Peranan 
pembangunan jaringan kerja secara nasional, Peranan sebagai  lemabaga advokasi dan 
mediasi ,pemberian rumah aman (shelter) dan perlindungan dari pemberitaanLayanan 
pendampingan merupakan kegiatan pendamping yang diberikan oleh tim P2TP2A setelah korban 
KDRT melaporkan dirinya adapun kegiatan tersebut meliputi :Pengobatan medis, Pelaporan ke 
kepolisian, Bimbingan psikologi, Perlindungan di shelterdan Mediasi. 
2.Saran 
1. Sebaiknya P2TP2A Kabupaten Jeneponto setiap bulan melakukan sosialisasi di setiap 
desa supaya masyarakat mengetahui tentang tugas dan fungsi dari P2TP2A.  
2. Seharusnya P2TP2A Kabupaten Jeneponto harus menyediakan adokat karena 
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